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BUPATI TANATORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PEI'ANTIKAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPAL,A LEMBANG

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANATORAJA'

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)

Urrt*g Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa' 
- 
dan

t"t""ti.t Pasil 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43' Pasal 44'
i;;;J 45, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 ten'tang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6

i"tt,n ZQ14 tEtrtale Dcsa, pcrlu srelsbe$tuk Peratursq Dacrah
t iti.g t"t^ CJa Pencalonan, Pemilihal, Pelantikan dan

Pemberhentian KePala kmbang;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(kmbaran Negara Republik Indonesia 13!* 1959 Nomor

i4, Ta-bah.rtLcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
r8221;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan *euangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuu 2004 Nsmor 126, Tenbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Inonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s23al;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
i, Tambalr"n kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a95);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
aiulah dengan UndanSUndang Nomor 2 Tahun 2015
tentang ,Penetapqn PeratulEl Pco'etlltsh Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 terLtarl^g

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 24,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s657);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

10. Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O92);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O08 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan
Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O13 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN,

PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
LEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa.l I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati rana Toraja sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uruszrn pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
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5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten
Tana Toraja.

6. Camat adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja
Kecamatan.

7. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyara-kat
hukum yang memiliki batas wilayah yang hrwenang untuk mengatur dan
mengurus urus€rn pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

8. Kepala Lembang adalah Kepala penyelenggara Pemerintahan wilayah Lembang.

9. Badan Permusyawaratan Lrmbang yang selanjutnya disingkat BPL adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk lembang berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

10. Pemerintah kmbang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai
unsur penye lenggara pemerintahan kmbang.

11. Panitia Pemilihan Kepala Lembang adalah Panitia yang dibentuk untul<
melaksanalan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan
kepala kmbang terpilih.

12. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja.

BAB II
PEMILIHAN KEPAL,A LEMBANG

Pasal 2

(l) Pemilihan Kepala Iembang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
Kabupaten Tana Toraja.

(2) Pemilihan Kepala kmbang secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka
waktu 6 (enam) tahun.

(3) Dalam hd terjadi kekosongan jabatan Kepala lembang dalam penyelenggaraan
pemilihan Kepala kmbang serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala
kmbang.

(4) Penjabat Kepala kmbang sebagaimala dimaksud pada ayat (3) berasal dari
pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 3

Pemilihan Kepala kmbang dilaksanakan melalui tahapan :

a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

BAB III
TAHAPAN PERSIAPAN

Pasal 4

(l) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas
kegiatan :

a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan kmbang kepada Kepala Lembang
tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum
beralhir masa jabatan;

b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang yang terdiri atas :



-4-

1. Panitia pemilihan Kepala kmbang tingkat Lembang oleh BPL ditetapkan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan; dan

2. Panitia pemilihan Kepala t embang tingkat Kabupaten oleh Bupati.
c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Lembang kepada Bupati disampaikan

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;

d. Perencanaan biaya pemilihan tingkat kmbang diajukan oleh panitia
pemilihan tingkat Lembang kepada Bupati melalui Camat dalam jangka
waktu 3O (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan kepala
Lembang tingkat Lembang; dan

e. Persetujual biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 3O (tiga puluh)
Hari sejak diajukan oleh panitia.

(2) Panitia pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b bersifat mandiri dan tidak memihak.

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Kepala kmbang Tingkat Lembang

Pasal 5

(1) Panitia pemilihan Kepala kmbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf b angka I susunErnnya terdiri dari :

a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. sekretaris merangkap anggota;
d. bendahara merangkap anggota; dan
e. ditambah 3 (tiga) orang anggota termasuk 2 orang Perlindungan

Masyarakat / Pertahanan Sipil.
(2) Panitia pemilihan kepala lembang tingkat kmbang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat kmbang, kmbaga
Kemasyaralatan, dan tokoh masyarakat lcmbang.

(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita
acara musyawarah BPL dan ditetapkan dengan Keputusan BPL yang
disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemerintah lembang wajib menyediakan tempat atau kesekretariatan panitia
pemilihan tingkat Lembang yang representatif di Kantor lembang/balai
kmbang.

Pasal 6
Panitia Pemilihan Kepala kmbang tingkat kmbang mempunyai tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah:
a. merencanalan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan

mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringaa bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. menfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan

suara;
i. melaksanalan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil

pemilihan;
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k. menetapkan calon kepala tembang terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten

Pasal 7

Panitia Pemilihan kepala kmbang tingkat Kabupaten terdiri dari :

a. unsur Forum Muspida;
b. para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
c. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang;
e. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praj a; dan
g. SKPD temasuk SKPD Kecamatan dan Bagian pada Sekretariat Daerah yang

terkait.

Pasa] 8

Panitia Pemilihan kepala Lembang Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

a. merencanakan, meng]<oordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Lembang terhadap
panitia pemilihan kepala kmbang tingkat Lembang;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. menfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta

perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan

lainnya kepada panitia pemilihan;
f. menfasilitasi penyelesaian perrnasalahan pemilihan kepala Lembang tingkat

kabupaten;
g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;dan
h. melaksanakan tugas dal wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan

Bupati.
Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala
kmbang secara serentak melalui keputusan Bupati.

Pasal lO

Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan kepda
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TA}TAPAN PENCAI,ONAN

Pasal 11

kmbang tingkat
huruf b angka 2

TahappencalonansebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufbterdiriatas
kegiatan:
a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan)

Hari;
b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klariltkasi serta penetapan

d"r, p"rrgrr-rrman nama calon dalam jangka wakhr 2o (dua puluh) Hari;
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c. penetapan calon kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada huruf b paling

sedikit 2 (dua) o.,rrg d* paling ianyak 5 (lima) orang calon; 
,

d. penetapan daftar pemilih tetaplntuk pelaksanaan pemilihan kepala lrmbang;

e. pelaksanaan k -P;; caton tepala lembang dalam jangka walrtu 3 (tiga)

Hari; dan
f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari'

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon KePala Irmbang

Pasal 12

Calon Kepala lembang wajib memenuhi persyaratan :

". 
**g" negara RePublik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.s

Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menegah Pertama atau sederajat'

e. berusia paling rendJ 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f.

c. ggal di Lem-bT]c setempat paling '/
yang dibuktikan dengan Kartu

Ca (KK);

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan trut<um tetap kerena melakukan tindak pidana

yang diancam i..rg* tia"t, penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih'

kecuali 5 (lima) tat ^un seteUfr seiesai menjalani pidanl penjara dan

mengumumkan seca.ra jujur dan terbuka kepada publil< bahwa yang

bersangkutan pernah aipiaana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;

j.tidaksedangdicabuthakpilihnyasesuaidenganputusanpengadilanyang
telah mempunyai kekuatan hukum tetz p;

k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit
umum daerah;

I. tidak pernah sebagai kepala lembang selarna 3 (tiga) kali masa jabatan;

m. tidak pernah dikenakan hukuman secara adat berdasarkan Surat Keterangan
dari hakim adat pendamai setemPat;

n. tidak menduduki jabatan sebagai Ketua/ Anggota BPL dan Panitia
pemilihan kepala tembang;

o. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penyakit sosial
masyarakat;

p. tidak terlibat penyalagunaan Narkoba;
q. mampu mengerakkan masyarakat untuk memelihara lingkungan;
r. calon kepala lembang yang terpilih harus berdomisili di wilayah kmbang yang

bersangkutan selama menjabat kepala Lembang; dan

s. bagi PNS yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri sementara dari
jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 13

(1) Kepala l,embang yang berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan diri
kembali sebagai kepala kmbang, maka diwajibkan menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan kmbang pada alhir masa jabatan kepada
Bupati melalui Camat.
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I dibulftikan dengan rekomendasi
(2) Lapg 'r."p.i" panitia tingkat lrmbang

dari
seba arrg'

Pasal 14

(1) ffH":*,?,0T":H*""ilHffu;1"I"'J:iI
- 

**^n* cuti sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)'

sekretaris Lembang *?f#Jt"ttt tt.rgt" d*ut' kewajiban kepala Irmbang'

(1) Pegawai negeri sipil yanc ak3l melcalollan diri dalam pemitihan kepala

Lembang t ".,r" 
*et'aif,t&'n izin tern s dari pejabat Pembina kepegawaian'

(2t 
"[1"i"##kehilangan

Pasal 15

hak sebagai Pegawai negeri siPil'

Pasal 16

Lembang.

Pasal 17

(1) BPL dan/atau panitia pemilihan kepala Lembang yang lengalonkan diri
dalam pemilihan kepala lembang harus mengundurkan diri dari keanggotaan
BPL dan/ atau panitia pemilihan kepala kmbang.

(2) panitia pemilihan kepala kmbang yang mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus segera dilakukan penggantian.

Pasal 18

Permohonan pencalonan kepala kmbang, diajukan secara tertulis kepada panitia
pemilihan kepala kmbang tingkat Lembang dengan melampirkan:
a. surat pernyataan sebagai bukti warga negara Republik Indonesia dari pejabat

tingkat Kabupaten;
b. surat pernyataan bertaqwa kepada'[\rhan Yang Maha Esa;
c. surat keterangan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhineka Trmggal lka yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas
kertas segel atau bermeterai cukup;

d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang
dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang
berwenang;

e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f. surat pernyataan bersedia dicalokan menjadi kepala kmbang yang dibuat oleh

bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;

(1) Perangkat kmbang yang -mencal
diberi cuti terhitung sejak Yang
kepala trmbang samPai dengan se

terpilih.

(2) Tugas perangkat kmbang sebagaimana.. dimaksud pada ayat (1) dirangkap
' ' ole"h p".rrgk"t Lembang l"irr"y" yang ditetapkan dengan keputusan kepala
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B"gian Kedua
Pengumuman dan Pendaftaran

tahun atau lebih; . ---^ ---^^"{iran neoeri bahwa tidak sedang dicabut hak
i. surat keterangan dari ketua pengadilan ncger ' kekuatan

pilihnya sesuai aengai";;i;- pengadilan vang telah mempunyar

ah sakit umum daerah;

kabupaten dan surat pernyataan dari

*t;iJ kePala L'embang selama 3

ndamai setempat bahwa tidak pernah

n. sura jabatan sebagai ketua BPL I anggota

BPL ;

o. surat keterangan tidak terlibat penyakit sosial masyarakat dari Camat;

p. surat keterangan tidak terlibat Narkoba dari BNN daerah;

q. surat pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan lingkungan;

r. surat keterangan bebas temuan dari inspelrtorat Kabupaten bagi pegawai

""g".i 
sipil, kelala Lembang, perangkat lembang dan anggota BPL;

s. surat keterangan pengunduran diri dari kepala lembang dan keanggotaan BPL

bagr yang mei.latat klpah lembang dan keanggotaan BPL dilengkapi dengan

rekomendasi dari BuPati;
t. surat pernyataan pengunduran diri sementara dari jabatan bagi pegawai negeri

sipil;
u. surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon

kepala kmbang;
v. surat penyatan tidak menjadi pengurus Partai Politik;
w. naskah tertulis Visi dan Misi; darr
x. daftar riwayat hidup dilengkapi dengan bukti-bukLi pengalaman kerja dari yang

berwenang.

Pasal 19

Panitia, pemilihan Kepala lembang tingkat kmbang mengumumkan dan
membuka pendaftaran bakal calon Kepala Lembang paling lama 9 (sembilan)
Hsri sslagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a.

penelitian 
"fff"ilXi5L Krarinkasi

Pasal 2O

bang melakukan penelitian kelenekapan persyaratan
FpM lrmbang rtatam j41gka *attu ZO iaua pu]uh)
berikut :

a. Panitia pemilihan - tingkat Lembang melakukan peneritian terhadappersyaratan bakal calon meliputi :lengkapan dan kea-bsahan administrasi
pencalonan;
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c

d

b

Pasal 21

(1) Dalam hal bakal calon kePala
se bagaimana dimaksud dalam Pasal
dan paling banYak 5 (lima)
menetapkan bakal calon kePala

(2)Calonkepalalrmbangyangtetahditetapkansebagimanadimaksudpadaayat
(1) diumumkan kePada masYarakat.

Pa 122

(1) Dafam hal bakaf calon yang memenuhi persyaratan 99laSaimala dimaksud
pada Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan tingkat kmbang
memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Daram ha1 bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)

setelatr perpanjangan walrhr pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'
Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala kmbang sampai dengan waktu
yang ditetapkan kemudian sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Kepala
kmbang gelombang berikutnya.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa
jabatan kepala kmbang berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala Lembang
dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

Dalam hal bakal ca-lon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan tingkat kmbang
melakukan seleksi tambahan dengan mengguna-kan kriteria pengalaman kerja di
lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang
ditetapkan Bupati.

Pasal 24

(1) Penetapan calon kepala Lembang disertai dengan penentuan nomor urut
melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan tingkat lembang.

(2) Undian nomor rrrut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh
para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon
dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala kmbang.

(4) Panitia pemilihan tingkat Lrmbang mengumumkan melalui media masa
dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan,
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat frnal dan
mengikat.

(6) Nomor unrt dan nama calon kepala I.embalg yang telah ditetapkan
sebagaimana dimalsud pada ayat (3) segera disampaikan kepada panitia
tingkat kabupaten melaui eamat untuk pencetakan kartu suara.

Penelitiankelengkapandankeabsahanadministrasisebagaimanadimaksud
p.i" 

"y", 
(f ) dis"ertai Urriftta"i pada instansi yang berwenang yang dilengkapi

d..rg.tt surat keterangan dari yang bem nang;

Panitia pemilihan tingkat l'ernbang mengumumkan hasil penelitian

".U"g"it"r"" 
aimatsua piaa ayat (l), tepada masyarakat r:ntuk memperoleh

masukan; dan
Masukan masyarakat sebagimana dimaksud Pada ayat (3), wajib diproses dan

ditindak lanjuii panitia pemilihan tingkar lrmbang'
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Bagian Keempat
Persyaratan dan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 25

(1) Panitia pemilihan tingkat Lembang wajib mendata dan membuat daftar pemilih
sementara untuk diklarifikasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai daftar
pemilih tetap setelah disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tana Toraja.

(2) Yang berhak memilih kepala l,embang adalah penduduk Lembang yang telah
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. terdaftar sebagai penduduk Lembang setempat .secara sah sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartr-r Keluarga yang sah sebagai
penduduk Lembang setempat dan terdaftar sebagai pengguna hak pilih;

b. telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan/ atau sudah/ pernah
menikah;

c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. nyata-nyata tidak sedang terganggung jiwanya/atau ingatannya.
(3) Dalam Pemilihan kepala kmbalg, setiap penduduk lembang bersangkutan

yang telah memenuhi syarat memilih, diwajibkan hadir memilih dan tidak
dapat mewakilkan hah pilihnya kepada siapapun dan dengan a,lasan apapun.

(a) Dalam hal pengguna hak pilih mengalami cacat fisik dan orang tua jompo
dapat didampingi panitia pemilihan dan/atau keluarga terdekat untuk
menggunakan hak pilihnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan daftar
pemilih tetap diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaksanaa n Kampanye

Pasal 26

(1) Calon kepala l,embang yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala
lembang dapat melakukan kampanye tentang pencalonan dirinya sesuai
dengan kondisi adat-istiadat dan budaya masyarakat Lembang setempat yang
tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (l), adalah penyampaian visi dan
misi calon kepala Lembang dihadiri oleh masyarakat setempat.

(3) Bentuk Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dapat dilaksanakan
melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap mula;
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat panitia pemilihan;

dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangal.

(4) Pelaksanaan kampanye calon kepala Lembang sebagaimans dimaksud pada
ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari.

Bagian Keenam
Larangan dan Sanksi

Pasal 27

Dalam pelaksanaan kampanye calon kepala Iembang dilarang :
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a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, aganna, suku, ras, golongan, calon dan/ atau Calon yang
lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorang€rn atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan

kekerasan kepada seseorErng, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau
Calon yang lain;

C. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon lain selain dari

gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta

Kampanye;
k. dilarang melakukan pawai atau arak arakan yang dilakukan dengan berjalan

kaki dan/ atau kendaraan yang dapat mengganggu kepentingan umum;dan
l. dilararrg membawa senjata tajam, senjata tumpul, senjati api dan bal.an

peledak.

Pasal 28

(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 lrlttnJf, a, huruf b, huruf c,

huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, dan huruf I berdasarkan putus€rn
pengadiian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi
t..,ip" p.-tat 1"r, pelantikan dan/atau pemberhentian dari jabatan sebagai

kepala Lembang oleh BuPati.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, huruf i, dan huruf
' ' k, dikinak"r, "rok"i 

berupa pembatalan pelantikan sebagai kepala trmbang
oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Masa Tenang

Pasal 29

(l) Masa tenang dilaksanakan selama lama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.

(2)Calonkepalalrmbangtidakdiperkenankanmelakukankampanyedalam
bentuk apapun Pada masa tenang.

BAB V
TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 3O

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri
atas kegiatan:

a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

b.ca]onKepalal.embangyangmemperolehsuaraterbanyakdarijumlahsuara
sah ditetapkan sebagai calon Kepala trmbang terpilih;

c. dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih
dari 1 (saiu) calon pada GmUang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan

wilayahfkampong tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar; dan
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d. dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyal( yang sama lebih
dari 1 (satu) calon pada Lembang dan wilayah/ kampong sebagaimana
dimaksud pada huruf c, calon terpilih ditetapkan berdasarkan rukun
tetangga/ rukun warga tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 31

(1) Pemililun harus bersifat langsung, urnurn, bebas, rahasia, jujur dal adil
sesuai prinsip demokrasi.

(2) Para calon kepala lembang dapat menyiapkan masing-masing 1 (satu) orang
saksi dan wajib menyaksikan pemungutan dan perhitungan suara.

(3) Setiap wajib pilih hanya mempunyai satu hak suara dan tidak dapat diwakili.
(4) Pemilihan dilaksanakan di wilayah L,embang yang bersangkutan.
(5) Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya 1 (satu) tiap Lembang kecuali bilik

suara boleh lebih dari I (satu) sesuai kebutuhan.
(6) Pada saat pemungutan suara hingga selesainya perhitungan suara dilakukan,

para calon kepala kmbang harus tetap berada di tempat yang telah
ditentukan.

Pasal 32

Suara untuk pemilihan kepala Lembang dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangali oleh ketua panitia pemilihan tingkat Lembang.
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu

calon; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kota segi empat yang memuat nomor,

foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi

empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat

nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai jam O8.00 qdta s/d pukul 13.OO wita..

(2) Apabila wakru pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah
habis, ternyata masih ada wajib pilih yang sudah menyetor surat panggilan
dan berada dilokasi TPS narnurr belum melakukan pencoblosan, maka palitia
dan para calon kepala Lembang mengadakan musyawarah untuk penambahan
waktu pencoblosan sampai selesai dan dibuatkan berita acara.

Pasal 34

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan
kegiatan:
a. pembukaan kotak suara;
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifrkasian jenis dokumen dan peralatan; dan
d. penghitungan jumlah setiap -ienis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh
saksi dari calon, BPL, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara
yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang kurangnya 2 (dua)
anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 35
(l) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (l),

panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
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(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi
kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip umtan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta
surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat
suara pengganti hanya satu ka-li.

(4) Apabila terdapat kekelinran da-lam cara memberikan suara, pemilih dapat
meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat
suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 36

Setelah pemungutan suara selesai, panitia pemilihan kepala Lcmbang, dan para
saksi calon menandatangani berita acara jalannya pemungutan.

Pasal 37

(1) Pembukaan kotak suara dilakukan oleh panitia pemilihan kepala l,embang
disaksikan oleh para saksi calon kepala kmbang.

(2) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pembukaan kotak
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

panitia pemilihan men ghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih
tetap untuk TPS;

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena msak atau
keliru dicoblos.

(4) penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan' ' 
selelai di iPS oleh panitia- pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh
saksi calon, BPL, pengawas, dan warga masyarakat.

(5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada Ketua panitia tingkat kmbang'

(6) Panitia tingkat kmbang membuat berita acara hasil penghitungan suara yang
' aitanaatangani oleh ketua panitia tingkat lembang dan sekurang-kurangnya 2

(dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(7) PaniLia tingkat Lembang memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon
yanghadir-sebanyakl(Satu)rangkapdanmenempelkanl(satu)rangkap
hasil penghitungan suara di tempat umum.

(g) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud_.pada ayat (7)'

dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke

dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel'

(9) Panitia tingkat Lembang menyerahkan berita acara hasil penghitungan suzrra,

surat .rrt., dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara kepada BPL segera setelah selesai penghitungan suara.

(10) Perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS yang telah
' 

diserahkan oleh panitia tingkat t embalg kepada BPL disimpan di kantor
kmbang atau ditempat Iain yang dijamin keamanannya

BAB VI
TAHAPAN PENETAPAN

Pasal 38

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas

kegiatan:
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a. laporan panitia pemilihan Kepala kmbang Tingkat Lembang mengenai calon
terpilih kepada BPL paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;

b. laporan BPL mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh)
Hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala kmbang tingkat
lrmbang;

c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan
Kepala lrmbang paling lambat 3O (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari
BPL;

d. Bupati atau pejabat lain yaIlg ditunjuk melantik calon Kepala kmbang terpilih
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan

dan pengangkatan Kepala Lembang; dan

e. Pejabat lain yang ditunjuk pada huruf (d) adafah Wakil Bupati /Ca'rnat'

Bagran Kesatu
Pelanggaran, Pengaduan dan Perselisihan

Pasal 39

pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala Lembang dilaporkan kepada
panitia pemilihan kepa.la Lrmbang tingkat Lembang.

Pasal 40

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala trmbang hanya dapat
diajukan oleh calbn yang berhak dipilih kepada Bupati melalui panitia
p.-ilinm kepala Lrmbang Lingkat Kabupaten dalam waktu paling lambat 3

itiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala lembang.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
dengan melampirkan :

a. narna lengkap dan alamat pelapor;

b. waktu dan tempat kejadian perkara;

c. nama dan alamat saksi-saksi;
d. uraian kej adian; dan
e. bukti-bukti lain.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan
hasil penghitungan suara yang mempengarlrhi terpilihnya calon kepala
Lembang.

(4) Bupati memerintahkan panitia pemilihan kepala kmbang tingkat Kabupaten' uniuk meiakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diproses oleh panitia
pemilihan kepala kmbang tingkat Kabupaten paling lama 3o (tiga puluh) Hari
terhitung sejak tanggal diterimanya laporan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah diatur dalam
Peraturan BuPati.

Bagian Kedua
Pelantikan Kepala Lembang

Pasal 4 1

(1) Calon Kepala Lembang terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati'

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala kmbang terpilih bersumpah/ berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat l2l sebagai berikut:
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"DemiAltah/Tuhan,sayabersumpah/berjanjibahwasayaakanmemenuhi
kewajiban saya selaku Kepala kmbang dengan sebaik-baiknya' sejujur-

jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan

dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara

RepubliklndonesiaTahunlg45sertamelaksanakansegalaperaturan
perundang-undangan dengan selurus-lumsnya yang berlaku bagi kmbang'

daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia''

Pasa] 42

(1) Kepala Lembang memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak

tanggal pelantikan.

l2l KepaJa lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat menjabat paling

banyak 3 (tisa) kali masa jabataa secara bertumt-turut atau tidak secara

berturut-turut.

(3) Ketentuan periodisasi masa j abatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

(4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk masa jabatan kepala Lembang yang dipilih melalui musyawarah
pemilihan kepala Lembang antarwaktu.

(5) Dalam hal kepala Lembang mengundurkan diri sebelum habis masa
jabatannya dan/ atau diberhentikan sebagai kepala t embang, dianggap telah
menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA LEMBANG ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH

Pasal 43

Musyawarah Lrmbang yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan
pemilihan kepala kmbang antar walrtu dilaksanakan paling lama dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian kepala lrmbang dengan
mekanisme sebagai berikut :

a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah l.embang, dilalrukan kegiatan
meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan kepala kmbang antar waktu oleh Badan

Permusyawaratan Lembang paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas)
Hari terhitung sejak pemberhentian kepala l,embang;

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Lembang oleh panitia pemilihan kepala Lrmbang kepada penjabat kepala
Lembang paling lambat dalam jarrgka walrhr 30 (tiga puluh) Hari terhitung
sejak panitia terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala lembang
paling lama dalam jangka waktu 3O (tiga puluh) hari terhitung sejak
diajukan oleh panitia pemilihan;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala kmbang antar waktu
oleh panitia pemilihan dalam jangka walrtu 15 (lima belas) Hari;

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

6. penetapan calon kepala lembang antar waktu oleh panitia pemiJihan paling
sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang
dirnintakan pengesahan musyawarah Lembang untuk ditetapkan sebagai
calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Lembang.
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b

T.baklrl calon kepala Lembang antar^ waktu harus memenuhi persyaratan
' ' 

Lu"gr;rtta dimaksud Pada Pasal 12 '

B Y-ane meliouti kegiatan :

' 'r,:l'X-,'"Jfr.HftL:PL 
Yang

2. pengesahan tIl'*"IS#:Yi:I*
Lembang me

3. pelaksanaan pemilihan calon kepala kmbang oleh panitia pemilihan

melalui mekanisme -.,"y"**ur' *,f,k.t atau melalui pemungutan suara

yang telah disepakati oleh musyawarah trmoang;

4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Lembang oleh panitia pemilihan

kepada musYawarah kmbang;
5. pengesahan calon terpilih oleh mrrsyawarah kmbang;

6. pelaporan hasil pemilihan kepala
ketua Badan PermusYawaratan L€

setelah musYawaralt kmbang men

7. pelaporan calon kepala l,embang terpilih hasil musyawarah kmbang oleh

ketua BPL kepada e.P"ti pafin! UmUat 7 (tqiuh) Hari setelah menerima

Pengesahan Pengangkatan calon
Uat SO (tiga Puluh) Hari sejak

9. pelantikal kepala kmbang oleh Bupati
sejak diterbitkan kepuhrsan pengesah
kmbang terpilih dengan urutan acara pe

peraturan perundang-undangan-

BAB VIII
PEMBERHENTI-AN KEPAI.A LEMBANG

Pasal 44

(1) Kepala kmbang berhenti karena :

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Kepala Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), huruf c
karena:
a. berakhir masa jabatan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala kmbang;
d. melanggar larangan sebagai kepala lembang;
e. adanya perubahan status kmbang menjadi Kelurahan, penggabungan 2

(dua) lembang atau lebih menjadi 1 (satu) Lembang baru, atau penghapusan
Lembang;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Lembang; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala Lembang berhenti sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), BPL
melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemberhentian kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan keputusan Bupati
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Pasal 45

Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai
terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 46

Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 47

Kepala l,embang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 dan Pasal 46 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai
terpidana berdasarkan putusar pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Pasal 48

Kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 dan Pasal 46 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan
pengadilan diterima oleh kepala Lembang, Bupati merehabilitasi dan
mengaktilkan kembali kepala Lembang yang bersangkutan sebagai Kepala
kmbang sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 49

Dalam hal kepala lembang diberhentikan sementara sebqgaimana dimaksud
dalam Pasal 44, sekretaris Lembang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala
l,embang sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Lembang yang berhenti tidak lebih dari I
(satu) tahun karena diberhenLikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (ll
huruf a dan huruf b serta ayat l2l huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g,
Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten
sebagai penjabat kepala kmbang sampai terpilihnya kepala kmbang yang baru.

Pasal 51

Dalam ha] sisa masa jabatan kepala Lrmbang yang berhenti lebih dari I (satu)
tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasa.l 44 ayat (1) huruf
a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati
mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai
penjabat kepa-la l,embang sampai terpilihnya kepala kmbang baru melalui haiil
musyawarah Lembang.

Pasa_l 52

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala
Lembang, kepala Lembang yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan
darr selaljutnya Bupati mengangkat penjabat kepala kmbang.

(2) Bupati mengangkat penjabat kepala l,embalg sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.



(1) 'trt$*ff:t'+iqh:;#3#;;ih#1iil?
g kePemimPinan dan

(2) Penjabat kepala Irmbang ""!3cth"1Y-dimcksud 
pada ayat (1) melaksanakan

tugas, wewenut'g, ";;f"*qtiblan 
serta *"-p"ioi"t' hai yang sama dengan

kePala kmbang'
(3) Ketentuan lebih lanjut rrlelCenai- rylYT::t 

pengangkatan penjabat Kepala

kmbang y"ng uerasat dari pegawar t'tgt'i-"ipit tIU"g"it"t'" dimasud pada

;;1 1) ti"t".'a.t'g'o peraturan Bupati'

Pasal 54

(1) Kepala Lrmbang yang belgtaqs pegawai neggri sinjl apabila berhenti sebagai
'-' t p.i" rrrnuanf iifce*U"tit"tt kepada instansi induknya'

(2) Kepata kmbang yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai
' ' baLs usia pensiun sJbagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat

setagai pejawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 53

BAB Ix
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 55

(l) Biaya pemilihan Kepala L.embang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

(2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja lembang untuk
kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

(t) !I1a jabatan Kepala l,embang yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai
habis masa jabatannya.

(2) Periodisasi masa jabatan Kepala l,embang selanjutnya mengikuti ketentuan
Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peratural Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan
yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala kmbang yang telah ada tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Daerah Kabupaten Tana
Tora.ia Nomor 1 Tahun
dan Pemberhentian Ke
Tahun 2O13 Nomor Ol)
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Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale
21 aptl]. 2015

TANA TORAJA,

US ALLORERUNG

Diundan Makale
pada ri ril

SE UPATEN TANA TORA"IA,

KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR ?1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI
SELATAN : NOMOR I TAHUN 2015

SETDA
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PENJEI-ASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31

ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan
Pasal 4O, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 54

Peraturar Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa, dalam rangka
mengobtimalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Lembang. Dengan

demikian lingkup Peraturan Daerah ini adalah pemilihan Kepala l.embang,

Tahapan pemilihan Kepala kmbang, pemilihan Kepala kmbang antarwaktu,
masa jabatan Kepala Lembang, pemberhentian Kepala kmbang, dan
pembiayaan.

Pengaturan tata cara pemilihan Lrmbang merupakan pedoman bagi kmbang
dalam memilih seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom,

pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan

berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala kmbang, mempunyai
peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang.

Bersama BPL sebagai mitra kerja Kepda lembang, menrpakan salah satu
faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan di tembang yang pada akhirnya akan menjadi faktor
pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten
Tana Toraja.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaruran

mengenai tata cara pemilihan Kepala kmbang untuk dijadikan sebagai

pedoman dalam memilih seorang pimpinan l,embang sehingga nantinya akan
diangkat seorErng Kepala kmbang yang terpilih berdasarkan aspirasi
masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Ayat (1)
Yang dimahsud dengan "pemilihan kepala kmbang dilaksanakan
secara serentalC adalah pemilihan kepala Lembang yang
dilaksanakan pada hari yErng sama dengan mempertimbangkan
jumlah Lembang dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 3
CukuP je1as.

Pasal 4
AYat (i)

Huruf a
Pemberitahuan BPL kePada

beralhirnYa masa jabatan
disamPaikan ke BuPati'

Huruf b
CukuP jelas'

Huruf c
CukuP jelas'

Huruf d
CukuP jelas'

Huruf e
CukuP jelas'

AYat (2)
CukuP jelas.

kepala
kepala

Pasal 5
Ayat (1)

CukuP jelas.
Ayat (2)" i#g dimaksud dengan "tokoh -. masyarakat" tqd+ tokoh

keagamaan, tokoh adat] tokoh pendidik, tokoh pemuda dan tokoh

masYarakat lainnYa.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 1O

Cukup jelas.
Pasa.l 1 1

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kelengkapan peryaratan administrasi"
adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon,
antara lain, terdiri atas :

1. surat keterangan sebagai bukti warga negara Republik
Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;

2. surat keterangan bertakwa kepada T\.rhan Yang Maha Esa;
3. surat keterangan memegang teguh dan mengamalkan

Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhal Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhineka T\rnggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan
di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

4. ijaza pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan
ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau
surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

lembang
lembang

tentang akan
tembusannYa
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6. surat pernyataan bersedia dicalokan menjadi kepala lrmbang
yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas segel atau
bermeterai cukup;

7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun
tetangga/rukun warga dan kepala kmbang setempat;

8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah
dijatutri pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena
melakukan tindak pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun
atau lebih;

9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak
s€dang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

1O. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum
daerah;

11. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat
pernyataan dari bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi
kepala l.embang selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "atasan langsungnya" adalah kepda lembang
atau pejabat kepa-la Lembang.

Ayat (21

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Hurufj
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.
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Hurufl
Cukup jelas.

Hurufm
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Hurufp
Cukup jelas.

Hurufq
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Hurufu
Cukup jelas.

Hurufv
Cukup jelas.

Huruf w
Naskah tertulis Visi dan Misi adalah uraian singkat Visi dan Misi yang
akan dilaksanakan selama menjabat sebagai kepala l,embang.

Huruf x
Yang dimaksud dengan bukti-bukti pengalaman dari berwenang
adalah surat keterangan, rekomendasi dan/ atau surat keputusan
pengangkatan dari yang memberi kerja.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2l
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

PasaT 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
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Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasa.l 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan " pengawas " adalah panitia dan/atau lim yang
dibentuk oleh Bupati untuk menfasilitasi pemilihan kepala Lembang.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (1O)

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 4O

Cukup jelas.
Pasal 4l

Cukup jelas.
Pasal 42

Ayat (l)
Yang dimaksud dengan "terhitung sejak tanggal pelantikan" adalah
seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala kmbang maka apabila
yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa
jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6
(enam) tahun.
Kepala Lembang yang telah menjabat satu kali masa jabatan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 diberi
kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) ka-li
masa jabatan, Sementara itu, Kepala lembang yang telah menjabat
2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya
1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.



-25-

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasai 44
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan . berakhir masa jabatan " adalah apabila
seorang kepala Lembang yang telah trerakhir masa jabatannya 6
(enam) tahun terhitung tanegal pelantikan harus diberhentikan.
Dalam ha-l belum ada calon terpilih dan belum dapat
melaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Hurufb
Yang dimaksud dengan * tidak dapat melalsanakan tugas
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap " adalah apabila
kepala kmbang menderita sakit yang mengakibatkan, baik frsik
maupun mental, tidak berfungsi secara norrnal yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/ atau tidak
diketahui keberadaannya.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurt.f d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 5O
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasa,l 54
Cukup jelas.
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Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Culnrp jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.
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